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The Effect of Information Technology Usage and Financial Report 





Ratna Ayu Damayanti  
 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menganalis pengaruh 
pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan laporan keuangan terhadap 
keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Populasi yang digunakan 
dalam penelitian ini berjumlah 28 SKPD di Kabupaten Tana Toraja. Penelitian 
dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada pegawai SKPD Kabupaten 
Tana Toraja. Sejumlah 80 kuesioner yang dikembalikan oleh perusahaan 
menjadi sampel penelitian. Metode analisis data menggunakan regresi linear 
berganda. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi 
dan pengawasan laporan keuangan berpengaruh positif terhadap keandalan 
pelaporan keuangan pemerintah daerah.  
  
Kata kunci: pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan laporan keuangan, 
keandalan pelaporan keuangan 
 
This study aimed to prove and analyze the effect of information technology usage 
and financial report supervision on the reliability of local government financial 
reporting. Populations used in this study are 28 SKPD Tana Toraja local 
government. This research was conducted by administering questionnaires to 
employees of SKPD Tana Toraja local government. A total of 80 questionnaires 
were returned by the company as sample. Methods of data analysis using 
multiple linear regression. The result of the regression test showed that 
information technology usage and financial report supervision a positive and 
significant effect to financial reporting reliability  
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1.1 Latar Belakang   
Fenomena yang ada dalam perkembangan sektor publik masyarakat 
Indonesia dimana pemerintah menuntut agar pelaksaan transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah tercapai guna 
terwujudnya good governace. Akuntabilitas publik dapat dipahami sebagai 
kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelolah sumber daya, melaporkan, dan 
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan 
penggunaan sumber daya publik kepada prinsipal (Mahmudi 2010:23).  
Akuntabilitas dari pengelolaan keuangan pemerintah berupa penyusunan 
laporan keuangan meliputi neraca, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan 
operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas 
laporan keuangan. Adanya tuntutan yang semakin besar untuk melaksanakan 
akuntabilitas publik mengharuskan manajemen dalam instansi pemerintah  salah 
satunya memberikan informasi laporan keuangan.  
Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu 
informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan 
dengan keadaan yang sebenarnya keandalan suatu informasi akan berbeda, 
tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar 
yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan 
andal apabila: (a) dapat diuji kebenarannya (verifiable), kemampuan informasi 
untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda, tetapi dengan menggunakan 
metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhir yang sama; (b) netral, tidak 
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ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan. Informasi 
diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak 
tertentu; (c) penyajian secara wajar/jujur (representational faithfulness). 
Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan 
antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan 
oleh data tersebut. Informasi yang disajikan harus bebas dari unsur bias. 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna 
dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas 
pemahaman para pengguna.  
Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan 
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota menyampaikan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan 
keuangan yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar 
akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah 
juga mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 yang merubah akuntabilitas atau 
pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal 
(kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada 
masyarakat melalui DPRD).  
Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan bidang akuntansi, 
karena itu untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal diperlukan sumber 
daya yang kompeten dalam bidang ilmu akuntansi. Dalam pemerintah daerah 
untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka sumber daya 
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manusia yang kompeten dan memahami pelaporan keuangan sangat 
dibutuhkan.  
Kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah 
bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya 
dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya 
publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang 
menyangkut pertanggungjawabannya. Kepala SKPD melaksanakan 
pertanggungjawaban keuangan yang berhubungan dengan integritas keuangan, 
pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang 
tercermin di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang akan 
dipertanggungjawabkan kepada bupati/walikota/gubernur.  
Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan 
pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan 
kinerja perusahaan tersebut (SAK, 2009). Menurut Standar Akuntansi Keuangan 
yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 2009, tujuan laporan keuangan 
adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 
perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 
besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, laporan 
keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan 
pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum 
menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak 
diwajibkan untuk menyediakan informasi.  
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk 
memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna, oleh kerena itu, 
laporan keuangan pemerintah dirancang untuk memenuhi tujuan spesifik dari 
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masing-masing kelompok pengguna. Karena laporan keuangan pemerintah 
berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan, maka laporan 
keuangan yang disajikan mencakup jenis laporan keuangan dan elemen 
informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Kebutuhan akan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian. Juga 
tentang operasional pemerintahan dapat dipenuhi dengan baik dan memadai 
apabila didasarkan pada basis akrual bukan basis kas semata. Namun apabila 
terdapat ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan menyajikan suatu 
laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib 
dilaporkan demikian (Tanjung, 2011:11). 
Informasi relevan apabila informasi tersebut memiliki umpan balik, memiliki 
nilai prediktif serta disampaikan tepat waktu, sehingga dapat berpengaruh dan 
berguna dalam pengambilan keputusan. Informasi dikatakan andal apabila 
informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan 
kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. 
Ada beberapa faktor yang mungkin memberikan pengaruh dalam keterandalan 
laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya, pemanfaatan teknologi 
informasi dan pengawasan laporan keuangan. 
Teknologi dipandang sebagai alat yang digunakan oleh individu untuk 
menyelesaikan tugas-tugasnya. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan 
pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah. Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang 
ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan 
transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data 
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dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebihrendah, kemampuan 
multiprocessing  namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah. 
Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan 
secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin 
mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan 
kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhirandata, 
kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini 
yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi 
pemerintah belum optimal.  
Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin 
kompleks di pemerintahan, harus diikuti dengan peningkatan kemampuan 
pengelolaan keuangan pemerintah (Sugijanto, 2002). Oleh karena itu, 
pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan 
teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan 
daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. 
Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah 
daerah diatur dalam  Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No.11 Tahun 
2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.             
Salah satu tuntutan masyarakat untuk menciptakan good governance 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kiprah institusi pengawas 
daerah. Masyarakat banyak mempertanyaan dimana dan kemana lembaga itu, 
sementara korupsi merajalela. Masyarakat memberi label perbuatan korupsi itu 
sebagai kejahatan yang luar biasa karena diyakini hal itu akan menyengsarakan 
generasi dibelakang hari.  
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Secara naluri kegerahan masyarakat itu sebetulnya dapat dipahami, 
namun berbicara tentang pengawasan sebenarnya bukanlah tanggung jawab 
institusi pengawas semata melainkan tanggung jawab semua aparatur 
pemerintah dan masyarakat pada semua elemen. Karena sebetulnya institusi 
pengawas seperti Inspektorat Daerah, bukannya berdiam diri, tidak berbuat, 
tidak  inovatif, adem dan sebagainya. Tetapi jauh dari anggapan itu, para 
pengawas di daerah telah bertindak sejalan dengan apa yang telah dipikirkan 
masyarakat. Langkah pro aktif menuju pengawasan yang efektif dan efisien 
dalam memenuhi tuntutan itu telah dilakukan seperti melakukan reorganisasi, 
perbaikan sistem, membuatan pedoman dan sebagainya, namun kondisinya 
sedang berproses dan hasilnya belum signifikan dan terwujud seperti yang 
diinginkan oleh masyarakat tersebut. 
Guna mewujudkan keinginan tersebut diperlukan langkah-langkah 
pragmatis yang lebih realistis dan sistematis dalam penempatan sumberdaya 
manusia pada lembaga pengawas daerah, mulai dari pimpinannya sampai 
kepada staf/pejabat yang membantu dan memberikan dukungan untuk 
kesuksesan seorang pimpinan lembaga pengawas tersebut. Seorang pimpinan 
organisasi akan memberikan pewarnaan terhadap organisasi tersebut, dan ia 
akan berfungsi sebagai katalisator dalam organisasinya, sehingga untuk itu ia 
harus punya integritas, moralitas dan kapabilitas serta kompetensi yang tinggi 
dalam melaksanakan tugasnya.  Tugas pengawasan yang dilaksanakan 
merupakan bagian dari solusi, dan bukan bagian dari masalah. 
Beberapa penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh BPK dalam 
pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah daerah dalam laporan 
keuangan Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut. 
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1. Ada kejanggalan atau sesuatu yang tidak wajar, yang terjadi dalam 
pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Tana Toraja tahun 2015, 
dimana pemerintah dan DPRD setempat tidak membahas dan mengesahkan 
APBD Perubahan.Banyak hal yang terdapat dalam RAPBD-P yang belum 
dibahas bersama DPRD, tetapi sudah dilaksanakan oleh pemerintah tidak 
sesuai  Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan perubahannya 
2. Persoalan aset ini makin rumit apalagi kabupaten Toraja Utara mekar dan 
berdiri sendiri.  
3. Selain itu, beban penyusutan dan akumulasi penyusutan serta  
mempengaruhi penilian tidak wajar. Tahun 2012 dan 2015 Laporan 
Keuangan Kabupaten Tana Toraja diberi opini tidak wajar. Tahun 2013, 2014 
dan 2016  diberi opini wajar dengan pengecualian (WDP).  
Hasil audit BPK tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan 
pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja masih belum seluruhnya memenuhi 
kriteria keterandalan. Padahal keterandalan merupakan unsur yang penting 
terkait dengan pengambilan keputusan bagi semua pihak.  
Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengetahui lebih lanjut masalah 
terkait keandalan pelaporan keuangan daerah, maka peneliti tertarik mengambil 
judul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Laporan 
Keuangan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Tana Toraja”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian 
ini dirumuskan sebagai berikut. 
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1.   Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan 
pelaporan keuangan pemerintah daerah. 
2.  Apakah pengawasan laporan keuangan berpengaruh terhadap keandalan 
pelaporan keuangan pemerintah daerah. 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas maka penelitian ini 
bertujuan sebagai berikut. 
1.    Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi 
informasi terhadap keterandalan  pelaporan keuangan pemerintah daerah. 
2.    Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh pengawasan laporan 
keuangan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 
 
1.4. Kegunaan Penelitian 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas maka kegunaan 
teoretis penelitian ini  sebagai berikut 
1.   Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan referensi-referensi 
akuntansi yang sudah ada, dan memperkuat penelitian sebelumnya yaitu 
berkaitan dengan analisis faktor yang memengaruhi keterandalan laporan 
keuangan pemerintah daerah.  
2.   Hasil penelitian untuk menambah wawasan mengenai keterandalan 




1.4.2 Kegunaan Praktis 
Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas maka kegunaan 
praktis penelitian ini sebagai berikut 
1. Bagi pemerintah daerah, sebagai wawasan tentang pengaruh pemanfaatan  
teknologi dan pengawasan laporan keuangan terhadap keterandalan 
pelaporan keuangan pemerintah daerah.  
2. Bagi para akademisi, penelitian ini memberikan tambahan referensi untuk 
peneliti-peneliti selanjutnya tentang faktor yang mempengaruhi  keterandalan 
laporan keuangan pemerintah daerah.  
 
1.5. Sistematika Penulisan 
Penelitian ini terdiri dari bab dengan sistematika penulisan sebagai 
berikut. 
 Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang yang 
mendasari munculnya permasalahan dalam penelitian, perumusan masalah, 
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 
 Bab II merupakan bab tinjauan pustaka. Bab ini berisi teori yang 
melandasi penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 
pengembangan hipotesis. 
 Bab III merupakan bab metode penelitian. Berisi rancangan penelitian, 
tempat penelitian, populasi dan sampel, jenis data yang digunakan beserta 
sumbernya, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi 
operasional, metode penelitian dan metode analisis yang digunakan untuk 
menganalis hasil pengujian sampel. 
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 Bab IV merupakan bab pembahasan. Berisi tentang pengujian 
tersebut serta pembahasan tentang hasil analisis yag dikaitkan dengan teori 
yang berlaku. 
 Bab V merupakan bab penutup. Bab ini menguraikan kesimpulan, 
saran dan keterbatasan saat melakukan penelitian ini. Bab ini merupakan bab 








2.1 Tinjauan Teori dan Konsep 
2.1.1 Teori Agensi 
Akuntabilitas publik sebagai pemegang amanah (agent) untuk 
memberikan pertanggungjawaban menyajikan melaporkan dan mengungkapkan 
segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak 
pemberi amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta 
pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: 
(1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih 
tinggi, dan (2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Mardiasmo, 2006).  
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Hubungan antar 
Penyelenggaran Negara menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas 
akuntabilitas adalah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari 
kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai 
dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Terwujudnya akuntabilitas 
merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Akuntabilitas publik 
mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan 
pertanggungjawaban horizontal tidak memperhatikan tanggung jawab vertikal 
saja. Tujuan yang berikutnya adalah perlu dibuat laporan keuangan eksternal 
yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Akuntabilitas adalah 
pertanggungjelasan dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanah 
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untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanah baik secara 
vertikal maupun secara horizontal.  
Awalnya akuntansi seperti halnya bidang pengetahuan yang lain belum 
tersentuh oleh Akademisi, Peneliti dan Scientist lainnya. Seiring dengan 
kemajuan teknologi bidang akuntansi mulai mendapat perhatian dari kalangan 
peneliti dan ilmuwan. Dimana kemajuan dan perkembangan ekonomi sudah 
mulai meningkat dan para pelaku bisnis pun mulai bermunculan. Tentunya hal ini 
perlu didukung oleh kehadiran akuntansi yang akan menunjang terhadap 
perkembangan dan kemajuan ekonomi tersebut. 
Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan 
kepentingan individu yang dimulai dai proses pengganggaran, pembuatan 
keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang sewajar-
wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, 
selain itu juga untuk mengamankan posisinya dimata legislatif dan rakyat. 
Bahkan teori agensi juga mengatakan bahwa agen itu bersikap oportunitas dan 
lebih cenderung menghindari risiko.  
Tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya 
berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga 
bagaimana mereka membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan. 
Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari risiko berupa 
ketidakpercayaan stakeholders terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu, 
pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka 
selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah (Safitri, 
2009).  
Implikasi dari teori ini terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan 
Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dipercaya untuk bertindak 
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sesuai dengan kepentingan publik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya 
dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan 
kepadanya dengan melibatkan sejumlah aturan yaitu Standar Akuntansi 
Pemerintah sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan 
masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Mampu membuat 
pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan dimana Pemerintah Daerah 
mampu menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat yang memenuhi 
syarat keterandalan yaitu penyajian jujur, dapat diverifikasi dan netralitas.  
 
2.1.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi 
Pemanfaatan teknologi informasi adalah sikap/prilaku akuntan 
menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan 
kinerjanya. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi 
pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. 
Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil 
yang mengoperasikannya dapat meningkatkan keandalan pelaporan keuangan.  
Perlu optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk 
membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang 
memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan 
akses antar unit kerja. Mustafa et al. (2010) secara umum menjelaskan bahwa 
pemanfaatan teknologi informasi dapat ditinjau dari: (a) pemanfaatan perangkat 
(kelengkapan yang mendukung terlaksananya penggunaan teknologi informasi 
meliputi perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan); (b) pemrosesan 
dan penyimpanan (pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan data 
keuangan serta sistematis dan menyeluruh); dan (c) perawatan (adanya jadwal 
pemeliharaan peralatan perangkat teknologi informasi secara teratur guna 
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mendukung kelancaran pekerjaan). Sedangkan menurut Hamzah (2009) 
pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya, (a) pengolahan 
data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara 
elektronik; dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi agar pelayanan publik dapat 
diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh wilayah negeri ini. 
Pemanfaatan teknologi informasi akan meminimalisasi berbagai kesalahan, 
karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih 
sistematis dan pada akhirnya akan mampu menyajikan laporan keuangan yang 
andal. 
 Pemakaian teknologi informasi juga mengurangi kesalahan yang terjadi. 
Penggunaan teknologi informasi oleh entitas dapat meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi dari pengendalian internal dengan secara konsisten memproses 
sejumlah data yang bervolume besar. Manfaat lain yang ditawarkan dalam 
pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan pemrosesan informasi. 
Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi 
pemanfaataannya yang luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak 
untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi keuangan daerah 
secara cepat dan akurat.  
Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi 
merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia 
dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang mungkin tidak mampu 
melakukannya. Pengelolaan data  menjadi suatu informasi dengan bantuan 
komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari infomasi yang dihasilkan. 
Untuk mengolah data secara manual biasanya berlaku semakin cepat waktu 
yang digunakan maka semakin banyak pula biaya yang dibutuhkan. Dengan 
memperbantukan komputer pengolahan data dapat diatur sedemikian rupa 
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sehingga informasi dapat disajikan tepat waktu dan dengan biaya yang masih 
dibawah manfaat yang diperoleh.  
Semakin maju teknologi informasi, semakin banyak pengaruhnya pada 
bidang akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi oleh para pemakai makin 
menudahkan dalam melakukan pekerjaannya, seperti mengubah data akuntansi 
menjadi informasi atau untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan audit yang 
harus dilakukan oleh seorang auditor. Perkembangan teknologi informasi, 
terutama pada era reformasi berdampak signifikan pada sistem informasi 
akuntansi (SIA) dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dampak yang 
dirasakan secara nyata adalah pemrosesan data yang mengalami perubahan 
dari sistem manual ke sistem komputer.  
Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah diharapkan 
dapat menyediakan informasi atas APBD dan informasi akuntansi yang 
digunakan manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan, pengendalian 
organisasi secara tepat waktu, relevan, akurat dan lengkap. Oleh karena itu 
dibutuhkan suatu teknologi sistem informasi untuk menyediakan informasi 
tersebut agar informasi yang dibutuhkan tersedia tepat waktu. 
Kendala yang kemudian dihadapi yaitu minimnya penggunaan teknologi 
informasi pada pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan tidak adanya penguasaan 
dan pemahaman akan teknologi informasi ini dan juga tantangan globalisasi 
akan menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lain dan 




2.1.3 Pengawasan Laporan Keuangan 
Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan 
kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik 
informasi, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta 
untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa 
sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan 
seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan 
(Desmiyawati, 2014). 
Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada 
seorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan 
fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. 
Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan 
tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup 
pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan 
di pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab bupati 
dan walikota. Namun karena keterbatasan kemampuan seseorang, mengikuti 
prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut 
diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur distribution of power 
sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern. 
Maksud pengawasan itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk 
memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. 
Hal itu sebetulnya sudah disadari oleh semua pihak baik yang mengawasi 
maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat awam. Sedangkan tujuan 
pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara 
dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan 
menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean 
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government). Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan dorongan arus reformasi 
ditambah lagi dengan semakin kritisnya masyarakat dewasa ini, maka rumusan 
pengawasan yang sederhana itu tidaklah cukup dan masyarakat mengharapkan 
lebih dari sekedar memperbaiki atau mengoreksi kesalahan untuk perbaikan 
dimasa datang, melainkan terhadap kesalahan, kekeliruan apalagi 
penyelewengan yang telah terjadi tidak hanya sekedar dikoreksi dan diperbaiki 
akan tetapi harus diminta pertanggungjawaban kepada yang bersalah. 
Kesalahan harus ditebus dengan sanksi/hukuman, dan  bila memenuhi unsur 
tindak pidana harus diproses oleh aparat penegak hukum, sehingga membuat 
efek jera bagi pelaku dan orang lain berpikir seribu kali untuk melakukan hal 
yang sama, sehingga praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi 
berkurang dan akhirnya hilang. Hal seperti itulah yang menjadi cita-cita dan 
semangat bangsa Indonesia yang tercermin dalam Undang-undang Nomor 28 
tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 
Pengawasan adalah upaya untuk mengenali penyimpangan atau 
hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bila ternyata 
kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan 
dapat segera dideteksi atau diambil tindakan koreksi, sehingga informasi 
keuangan dapat segera digunakan oleh pemakai dan pengelolaan keuangan 
pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal. Pengawasan keuangan 
pemerintah daerah juga menentukan keterandalan pelaporan keuangan daerah.  
Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain 
memberikan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, 
keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan. Salah satu fungsi pengawasan adalah pengambilan tindakan korektif, 
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yaitu ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan, serta pemborosan dapat 
segera diperbaiki agar informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan 
relevan. Salah satu komponen pengendalian internal yaitu aktivitas pengawasan 
yang berhadapan dengan penilaian berkala atau berkelanjutan dari mutu 
penampilan atau prestasi pengendalian internal (Hendrik, 2014). 
Pengawasan keuangan daerah dapat membantu pemerintah dalam 
mengontrol kegiatan-kegiatan SKPD dalam menggunakan anggaran dan 
menyusun laporan keuangan. Pengawasan keuangan ini sangat penting apalagi 
dalam lingkup pemerintahan, agar tidak terjadi halhal atau kecurangan-
kecurangan yang dilakukan oleh oknum pemerintahan itu sendiri. Apabila fungsi 
dari pengawasan ini dijalankan dengan baik oleh pemerintah maka sedikit sekali 
terjadi kemungkinan akan adanya kecurangan serta kesalahan-kesalahan.  
Pengawasan keuangan daerah juga dapat mempengaruhi nilai informasi 
pelaporan keuangan pemerintah. Sistem akan berjalan baik apabila ada 
pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai rencana untuk mendukung 
kualitas laporan keuangan yang baik. Maka oleh sebab itu perlu suatu 
pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses 
dapat berjalan dengan baik sehingga menghasilkan kualitas laporan keuangan 
yang baik. Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para 
pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu 
yang dipandang relevan, yaitu pengawasan laporan keuangan (Tuasikal, 2007).  
Berkaitan dengan jenis-jenis pengawasan, seperti yang dikutip dalam 
buku  Riawan Tjandra yaitu mengklasifikasikan pengawasan seperti berikut ini. 
A. Pengawasan dipandang dari sudut pandang kelembagaan yang dikontrol 
dan yang melaksanakan kontrol pengawasan, adalah sebagai berikut. 
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1. Kontrol Intern yakni pengawasan yang dilakukan oleh petugas-petugas 
yang masih dalam struktural pemerintah yang sedang menjalankan 
pemerintahan sebagai contoh yaitu pejabat atasan yang mengontrol 
kinerja bawahannya secara hierarkis. 
2. Kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh petugas-
petugas atau badan-badan dari luar organisasi pemerintah dan juga 
tidak memiliki struktural didalamnya. Contohnya adalah pengawasan 
keuangan yang dilakukan oleh badan independen, kontrol sosial yang 
dilakukan oleh masyrakat, LSM, media massa dan kelompok masyarakat 
yang berminat dalam bidang tertentu, baik kontrol politis yang dilakukan 
oleh MPR dan DPR(D) terhadap pemerintah eksekutif dan juga kontrol 
reaktif yang dilakukan oleh badan peradilan. 
B.  Pengawasan dipandang dari waktu pelaksanaan pengawasan, adalah 
sebagai berikut.    
1. Pengawasan a-priori, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum 
disahkannya suatu keputusan atau ketetapan atas tindakan pemerintah 
pengawasan ini terjadi dalam proses pembahasan dimana pengawasan 
ini juga dapat  disebut sebagai pengawasan yang mengandung unsur 
preventifnya artinya pengawasan ini mencegah sebelum terjadinya 
kekeliruan. 
2. Pengawasan a-posteriori, yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah 
suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya 
tindakan pemerintah atau juga disebutkan sebagai pengawasan represif 
yang artinya pengawasan dalam hal penanggulangan setelah terjadinya 
tindakan pemerintah yang telah dianggap merugikan negara. 
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C. Pengawasan yang dilakukan dari aspek yang diawasi, adalah sebagai 
berikut. 
1. Pengawasan dari segi hukum yaitu pengawasan yang menilai dari 
aspek-aspek hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk 
menjalankan pemerintahannya. Indonesia sebagai negara berdasarkan 
hukum sehingga dalam melakukan setiap kegaiatan harus jelas 
landasan hukumnya. 
2. Pengawasan dari segi kemanfaatan yaitu melihat aspek dimana suatu 
tindakan ataupun keputusan pemerintah sudah tepat atau belum 
terhadap kemanfaatan bagi rakyat karena salah tujuan negara, yaitu 
menyejahterakan rakyat dan yang menjalankan negara adalah 
pemerintah. 
Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah yang harus menjadiperhatian 
untuk pengawasan dalam pelaksanaannya (Yani, 2002), sebagai berikut. 
1) Asas umum pengelolaan keuangan daerah,  
2) Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah,  
3) Struktur APBD,  
4) Penyusunan RKPD, KUA, dan RKA-OPD,  
5) Penyusunan dan penetapan APBD,  
6) Pelaksanaan dan perubahan APBD,  
7) Penatausahaan keuangan daerah,  
8) Pertanggungjawaban pengelolaan APBD, 
9) Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD,  
10) Pengelolaan kas umum negara,  
11) Pengelolaan piutang daerah,  
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12) Pengelolaan investasi daerah,  
13) Pengelolaan barang milik negara,  
14) Pengelolaandana cadangan, 
15) Pengelolaan utang daerah, 
16) Pembinaan Pengelolaan keuangan daerah, 
17) Penyelesaian kerugian daerah, 
18) Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah,  
 
2.1.4 Keandalan 
Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, keandalan pelaporan keuangan 
merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta 
dapat diverifikasi. Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam 
laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar 
untuk pengambilan keputusan. Pihak tersebut antara lain masyarakat; wakil 
rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; pihak yang memberi atau 
berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan pemerintah.  
Dalam Rudianto (2012:21) dijelaskan agar bermanfaat, informasi yang 
disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Dengan kata lain keandalan 
adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi 
tersebut benar dan valid. Informasi laporan keuangan harus andal, yaitu bahwa 
informasi harus bebas dari pemahaman yang menyesatkan dan kesalahan 
material, menyajikan fakta secara jujur serta informasi juga dapat diverifikasi.  
Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu (a) penyajian jujur, 
informasi menggambarkan dengan jujur setiap transaksi serta peristiwa lainnya 
yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan, 
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(b) dapat diverifikasi, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat 
diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, 
hasilnya tetap  menunjukkan simpulan yang tak berbeda jauh, (c) netralitas, 
informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan 
pihak tertentu (Fokus Media, 2013:26).  
 
2.1.5 Pelaporan Keuangan 
Laporan keuangan sektor publik merupakan bentuk nyata terstrukturnya 
posisi keuangan akibat traksaksi yang dilakukan. Laporan keuangan sektor 
publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor 
publik. Adanya tuntutan yang besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik 
menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan 
informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa 
laporan keuangan (Mardiasmo, 2006).  
Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 UU No. 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara meliputi Laporan Realisasi APBN/D, Neraca, Laporan 
Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan dan Lampiran laporan keuangan 
perusahaan negara/daerah. Pelaporan keuangan adalah segala aspek.  
Adapun unsur-unsur laporan keuangan yaitu sebagai berikut: 
1. Laporan Realisasi Anggaran 
Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya 
keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan 
perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode anggaran.  
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 
Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih 
tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan 
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saldo anggaran lebih menyajikan neraca yang menggambarkan posisi keuangan 
suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas.  
3. Laporan Operasional  
Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan 
penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang 
dicakup secara langsung dalam laporan operasinal yang terdiri dari pendapatan-
LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.  
4. Laporan Arus Kas 
Menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, 
pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, 
pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode 
tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri atas penerimaan kas 
yaitu semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum negara/daerah dan 
pengeluaran kas yaitu semua aliran kas yang keluar dari bendahara 
negara/daerah. 
5. Catatan Atas Laporan Keuangan 
Penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, 
Laporan Perubahan SAL, LO, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan 
Arus Kas. CALK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang 
dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan 
dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta 
ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan 
keuangan secara wajar.  
Tujuan laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 adalah 
digunakan sebagai: (a) akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan 
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sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas 
pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodek, (b) 
manajemen, membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan 
kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga 
memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh 
aset, kewajiban ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.  
Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang 
bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat 
keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik sebagaimana bunyi 
penjelasan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai berikut.  
1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode 
berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.  
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber 
daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan 
peraturan perundang-undangan.  
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 
digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah 
dicapai. 
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai 
seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas 
pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaaan baik jangka 
pendek, maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan 
pajak dan pinjaman. 
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas 
pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat 
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kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.  
Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan 
informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, 
aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Pelaporan 
keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang mengatur keuangan pemerintah, sebagai berikut. 
a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang 
mengatur keuangan negara 
b) Undang-undang dibidang keuangan negara 
c) Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
d) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah 
daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah 
e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan 
keuangan pusat dan daerah 
f) Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan 
g) Peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pusat dan 
daerah. 
2.2  Penelitian Terdahulu 
  Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini telah banyak 
dilakukan. Adriani (2010) melakukan penelitian mengenai keterandalan dan 
ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian ini mengemukakan beberapa 
faktor yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan 
keuangan pada Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil dari penelitian ini membuktikan 
bahwa memadainya sumber daya manusia berpengaruh terhadap meningkatnya 
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keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, tingginya pemanfaatan 
teknologi informasi dan tertibnya pengawasan laporan keuangan berpengaruh 
terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 
 Diawaty (2015) melakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi 
keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah Surakarta. Hasil Uji t 
menunjukkan bahwa hanya variabel kapasitas sumber daya manusia, 
pengawasan laporan keuangan dan standar akuntansi pemerintahan yang 
berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah sedangkan 
pengendalian internal tidak berpengaruh.  
 Penelitian serupa juga dilakukan Desmiyawati (2014) tentang faktor-faktor 
yang mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil 
penelitian ini membuktikan bahwa sumber daya manusia dan pengawasan 
laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu laporan 
keuangan pemeritah daerah. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak 
berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.  
 Arifianti (2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengawasan 
laporan keuangan dan pengendalian internal terhadap keandalan laporan 
keuangan Pemerintah Kabupaten Batang. Hasil penelitian membuktikan bahwa 
pengawasan laporan keuangan tidak mempengaruhi keandalan laporan 
keuangan. Sedangkan Azlan (2015) melakukan penelitian tentang faktor-faktotr 
yang mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil 
penelitian menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan 
keuangan daerah dalam membuat laporan keuangan berpengaruh signifikan 
terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah.  
 Penelitian diatas menunjukkan hasil yang berbeda-beda, ada penelitian 
yang membuktikan bahwa  pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan 
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laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan 
keuangan, namun tetapi ada juga penelitian yang mengatakan bahwa 
pengawasan laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap keandalan 
pelaporan keuangan pemerintah daerah. Karena itu, peneliti ingin membuktikan 
sendiri pengaruh pemanfaatan teknologi dan pengawasan laporan keuangan 
terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.  
2.3 Kerangka Pemikiran 
Penelitian ini secara umum akan membahas mengenai keterandalan 
pelaporan keuangan pemerintah daerah. Namun, untuk mencapai laporan 
keuangan yang andal maka diperlukan pemanfaatan teknologi informasi yang 
efektif dan maksimalnya pengawasan laporan keuangan. berdasarkan hal inilah 
maka dikembangkan suatu kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut. 
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2.4 Pengembangan Hipotesis 
2.4.1 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keandalan 
Pelaporan Keuangan 
Pemanfaatan teknologi informasi adalah sikap/prilaku akuntan 
menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan 
kinerjanya. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi 
pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan.  
Kualitas sistem informasi adalah kualitas dari informasi yang dihasilkan 
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pemakai informasi. Sistem informasi yang berkualitas dapat digunakan sesuai 
dengan keinginan para pengguna dan dapat menghasilkan suatu informasi yang 
akurat, tepat waktu, relevan dan lengkap (Fitrih, 2016).  
Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada 
organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk 
pemerintahan. Pemerintah daerah bertindak sebagai stewards, penerima 
amanah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para 
pengguna informasi keuangan pemerintah, baik secara langsung ataupun 
melalui wakil-wakilnya (Hawing, 2017).   
 Penelitian Indriasari (2008), Widyaningrum et al. (2010); Adriani (2010); 
Rosalin et al. (2011) dan Hullah et al. (2012) membuktikan bahwa teknologi 
informasi berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah 
daerah. Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu  peneliti mengajukan 
hipotesis. 
H1: pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan 
pelaporan keuangan pemerintah daerah 
 
 
2.4.2 Pengaruh Pengawasan Laporan Keuangan terhadap Keandalan 
Pelaporan Keuangan 
 Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain 
untuk mendapatkan keyakinan wajar terhadap efektivitas dan efisiensi 
perundangan-undangan. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas 
Intern Pemerintah (APIP) harus dilakukan secara terus menerus. Di samping itu, 
diperlukan perubahan pola pikir Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai 
pemberi peringatan dini terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang 
berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme. 
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Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan 
salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat 
terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan 
yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan 
ekstern (external control). Akuntabilitas dapat dipahami sebagai pihak pemegang 
amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, 
melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 
tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak 
dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.  
 Penelitian Arifianti (2011) tidak dapat membuktikan bahwa pengawasan 
berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten 
Batang. Penelitian yang dilakukan oleh Mustafa et al. (2011) membuktikan bahwa 
pengawasan laporan keuangan berpengaruh positif terhadap keterandalan 
pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil yang sama ditunjukkan Azlan 
(2014) dalam penelitiannya yang membuktikan bahwa pengawasan keuangan 
daerah berpengaruh positif terhadap keterandalan laporan keuangan Pemerintah 
Daerah. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya maka dirumuskan hipotesis 
sebagai berikut.  
H2: pengawasan laporan keuangan berpengaruh positif terhadap keandalan 
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3.1 Rancangan Penelitian 
 
 Tujuan penelitian ini adalah uji hipotesis, yang merupakan bagian sangat 
penting dalam penelitian ini. Pada bagian inilah yang menjadi penentu apakah 
penelitian ini cukup ilmiah atau tidak. Dalam melakukan uji hipotesis harus ada 
sampel penelitian, pengukuran instrumen dan mengikuti prosedur untuk 
mendaptkan data yang dibutuhkan. Data yang dikumpulkan akan diolah untuk 
mengetahui tingkat validitas dan realibilitas dari hipotesis yang dikembangkan. 
Hipotesis yang disajikan nantinya apakah mendukung atau tidak mendukung 
hipotesis, juga membuktikan atau tidak membuktikan hipotesis.  
Rancangan penelitian yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini 
adalah tipe penelitian kuantitatif dengan format deskriptif, yang bertujuan untuk 
menjelaskan, memperlihatkan kondisi, situasi, atau berbagai variabel yang timbul 
di masyarakat yang menjadi objek penelitian berdasarkan kejadian sebenarnya.  
 
3.2 Tempat dan Waktu 
Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian yaitu Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. 






3.3 Populasi dan Sampel 
 Sugiyono (2010:115) mengemukakan bahwa populasi merupakan wilayah 
generalisasi yang terdiri atas subyek atau objek yang memiliki karakteristikdan 
kualitas tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari yang kemudian ditarik 
membentuk sebuah kesimpulan. Adapun populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 28 instansi pada SKPD Kabupaten Tana Toraja, yang terdiri 
atas 21  dinas, satu kantor dan  enam badan (data terlampir). 
Metode yang digunakan adalah sensus dengan menggunakan purposive 
sampling dimana pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, 
dengan memilih orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi 
serta yang dapat memberikan informasi yang diinginkan entah karena satu-
satunya yang memiliki atau memengaruhi beberapa kriteria yang ditentukan 
peneliti. Kriteria responden yang nantinya digunakan dalam penelitian ini adalah 
para pegawai yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang terdiri dari 
Kepala Dinas, Pelaksana Keuangan dan Bagian Pelaporan dengan  mengambil 
sampel sebanyak 3 (tiga) orang dari tiap Dinas, Kantor dan Badan.  
3.4 Jenis dan Sumber Data 
3.4.1 Jenis Data  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang 
berupa skor atau nilai yang telah diolah dari jawaban-jawaban kuesioner yang 
telah dibagikan kepada pegawai Kabupaten Tana Toraja. Kuesioner yang 
digunakan dalam penelitian ini bersumber dari penelitian terdahulu dimana 
variabel pemanfaatan teknologi informasi menggunakan kuesioner Majid (2016), 





(2014) serta variabel keandalan pelaporan keuangan menggunakan kuesioner 
Soimah (2014).  
 
3.4.2 Sumber Data  
Dalam mengadakan penelitian dan pengamatan, maka digunakan data 
primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari tangan pertama melalui kuesioner, 
wawancara, focus groups, atau observasi yang digunakan dengan maksud 
tertentu (Sekaran, 2009:36). Data primer dari penelitian ini akan diperoleh melalui 
kuesioner kepada pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja.  
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulan data yang dibutuhkan maka digunakan teknik 
pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner. Data yang dikumpulkan 
melalui kuesioner dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada 
responden yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diuji dalam 
penelitian dan tiap jawaban diberi nilai atau skor. Penyebaran kuesioner dengan 
cara mendatangi langsung Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja.  
 
3.6    Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
 
  Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh 
pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan laporan keuangan terhadap 
keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada  Satuan Kerja Daerah 
(SKPD) Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini menggunakan dua (2) variabel 





keuangan (X2) dan variabel dependen menggunakan satu (1) variabel yaitu 
keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y).  
 
3.6.1 Variabel Independen 
 Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi variabel 
dependen. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua variabel independen 
dengan rincian sebagai berikut. 
1. Pemanfaatan Teknologi Informasi 
Pemanfaatan teknologi informasi adalah sikap/prilaku akuntan 
menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan 
kinerjanya. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi 
pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. 
Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil 
yang mengoperasikannya dapat meningkatkan keandalan pelaporan keuangan.  
Perlu optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk 
membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang 
memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan 
akses antar unit kerja. Menurut Hamzah (2009) pemanfaatan teknologi informasi 
tersebut mencakup adanya, (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem 
manajemen dan proses kerja secara elektronik; dan (b) pemanfaatan kemajuan 
teknologi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh 
masyarakat diseluruh wilayah negeri ini. Pemanfaatan teknologi informasi akan 
meminimalisasi berbagai kesalahan, karena semua aktivitas pengelolaan 
keuangan akan tercatat secara lebih sistematis dan pada akhirnya akan mampu 





Untuk meneliti variabel ini peneliti mengadopsi kuesioner Majid (2016). 
Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert lima point dengan rincian 
sebagai berikut (1) tidak setuju, (2) kurang setuju, (3) netral, (4) setuju, (5) sangat 
setuju.  
2. Pengawasan laporan keuangan 
Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan 
kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik 
informasi, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta 
untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa 
sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan 
seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan 
(Desmiyawati 2014). 
 Untuk memperoleh data pengaruh pengawasan laporan keuangan maka 
peneliti menggunakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan 
Desmiyawati (2014). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert lima 
point dengan rincian sebagai berikut (1) tidak setuju (2) kurang setuju (3) netral 
(4) setuju (5) sangat setuju. 
 
3.6.2 Variabel Dependen 
 Variabel dependen (Y) merupakan variabel terikat yang dipengaruhi 
variabel independen (X). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 
1. Keandalan pelaporan keuangan  
Menurut PP 71 Tahun 2010 keandalan merupakan kemampuan informasi 
untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi 





menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta 
dapat diverifikasi.  
Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu 
informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan 
dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan 
berbeda, tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan 
standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi 
dikatakan andal apabila. 
a. Dapat diuji kebenarannya (verifiable). Kemampuan informasi untuk diuji 
kebenarannya oleh orang yang berbeda, tetapi dengan menggunakan 
metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhir yang sama.  
b. Netral. Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi 
keuangan. informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak 
pada kebutuhan pihak tertentu.   
c. Penyajian secara wajar/jujur (representational faithfulness). Menggambarkan 
keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan antara data 
akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data 
tersebut. Informasi yang disajikan harus bebas dari unsur bias. Informasi 
yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan 
dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas 
pemahaman para pengguna.  
Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keandalan pelaporan 
keuangan, maka dalam penelitian ini akan menggunakan kuesioner yang 
diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Soimah (2014). Responden 
diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang berkaitan 





dari responden akan diukur dengan menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) 
poin dengan rincian sebagai berikut (1) tidak setuju (2) kurang setuju (3) netral 
(4) setuju (5) sangat setuju. 
 
3.7 Intrumen Penelitian 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
kuesioner. Kuesioner yang baik harus memenuhi dua persyaratan yaitu valid dan 
reliable. Untuk mengetahui apakah data yang dihasilkan dari alat ukur tersebut 
dapat menjamin mutu dari penelitian sehingga kesimpulan-kesimpulan terhadap 
hubungan antar variabel dapat dipercaya, akurat dan dapat diandalkan sehingga 
hasil penelitian bisa diterima, maka dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. 
 
3.8 Uji Kualitas Data 
Kuesioner yang baik harus memenuhi dua persyaratan yaitu valid dan 
reliable. Untuk mengetahui apakah data yang dihasilkan dari alat ukur tersebut 
dapat menjamin mutu dari penelitian sehingga kesimpulan-kesimpulan terhadap 
hubungan antar variabel dapat dipercaya, akurat dan dapat diandalkan sehingga 
hasil penelitian bisa diterima, maka dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. 
 
3.8.1 Uji Validitas 
Menurut Sugiyono (2015) uji validitas adalah suatu langkah pengujian 
yang dilakukan terhadap isi dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur 
ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Tujuan dari uji 
validitas adalah untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan 
mengetahui kelayakan butir-butir pertanyaan dalam suatu daftar (konstruk) 





valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu 
yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Variabel-variabel yang akan diuji 
dalam penelitian ini ada dua variabel, yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi 
(X1), Pengawasan Laporan (X2), dan Keandalan Pelaporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (Y). Uji validitas ini menggunakan confirmatory factor 
analysis. Analisis ini digunakan untuk menguji apakah indikator-indikator yang 
digunakan dapat mengkonfirmasikan variabel. 
 
3.8.2. Uji Reliabilitas 
Menurut Sugiyono (2015) uji reliabilitas merupakan syarat mutlak untuk 
mendapatkan hasil penelitian yang reliable, namun bukan berarti hasil (data) 
penelitian menjadi reliable karena hal ini masih akan dipengaruhi oleh kondisi 
objek yang diteliti, dan kemampuan orang  yang menggunakan instrumen untuk 
mengumpulkan data. Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah 
instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, 
paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. 
Dengan kata lain, reliabilitas instrumen mencirikan tingkat konsistensi.  
 
3.9. Analisis Data 
Analisis data berisi pengujian data yang diperoleh dari hasil jawaban 
responden yang diterima, sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis diterima 
atau ditolak.Analisis regresi linear berganda adalah untuk mengestimasikan 
besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan oleh yang bersifat linear yang 
melibatkan dua variabel bebas untuk digunakan sebagai alat prediksi besarnya 
nilai variabel tergantung, Gujarati (2016) regresi linear berganda, yakni regresi 





menjelaskan perilaku variabel tak bebas.  
 
3.9.1.   Uji Asumsi Klasik 
 Menurut Gujarati (2016)agar model regresi tidak bias maka perlu 
dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Pengujian asumsi klasik dilakukan 
agar data sampel yang diolah benar-benar dapat mewakili populasi secara 
keseluruhan. Pengujian asumsi klasik meliputi. 
3.9.1.1 Uji Normalitas 
 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 
regresi, variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak (Kuncoro, 2011).  
Model regresi yang baik adalah data normal atau mendekati normal. Metode 
yang dipakai untuk mengetahui kenormalan model regresi adalah Normal P-Plot. 
Distribusi data dinyatakan normal apabila data menyebar di sekitar garis 
diagonal, maka model regreresi memenuhi asumsi normalitas.  
 
3.9.1.2 Uji Multikolinearitas 
Multikolinearitas adalah adanya hubungan linear yang sempurna 
(mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas,  (Kuncoro, 
2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 
variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-
variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen sama 
dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam 
model regresi adalah dengan cara melihat nilai variance inflation factor (VIF). 





3.9.1.3 Uji Heteroskedastisitas 
 Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan dengan yang lain. 
Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 
heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). Pengujian ini dilakukan dengan 
menggunakan uji scatter plot. Suatu penelitian dikatakan tidak terjadi 
heteroskedastisitas jika pada scatter plot titik-titik hasil pengolahan data 
menyebar dibawah maupun diatas titik ordinal (angka nol) pada sumbu Y dan 
tidak mempunyai pola yang teratur. Jika varian dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 
disebut heteroskedatisitas. 
 
3.10. Uji Hipotesis 
 Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
berganda. Regresi linear berganda digunakan jika pada kasus terdapat satu 
variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Analisis ini untuk 
mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel 
dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau 
negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 
independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan 
biasanya berskala interval atau rasio.Model regresi yang digunakan dapat 
dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut: 
 
Y = a + b1Х1 + b2Х2 +e       (1) 
 
Keterangan: 





X1 : Pemanfaatan Teknologi Informasi 
X2 : Pengawasan laporan keuangan 
b : Koefisien regresi 








Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfataan teknologi 
informasi dan pengawasan laporan keuangan terhadap keandalan pelaporan 
keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan hasil 
analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut. 
1. Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis pertama, bahwa variabel 
pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan 
pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi dilihat dari aspek pemanfaatan 
perangkat lunak pengelola keuangan daerah, penggunaan komputer dalam 
melaksanakan fungsi akuntansi, memanfaatkan jaringan internet sebagai 
penghubung antar unit kerja, memanfaatkan teknologi untuk mempermudah 
penyusunan laporan keuangan serta memahami dan menguasai teknologi 
komputer mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan berupa penyajian 
laporan keuangan. Sesuai dengan teori agensi yang menyatakan bahwa 
agen bersifat oportunitis dan cenderung tidak menyukai resiko, oleh 
karenanya pemerintah harus membuka akses untuk para pengguna laporan 
keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi 
yang maksimal dalam penyusunan laporan keuangan akan menghasilkan 




2. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua, bahwa variabel pengawasan 
laporan keuangan berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan 
keuangan. Pengawasan laporan keuangan yang dimaksudkan adalah 
pengawasan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, evaluasi kinerja 
melalui kegiatan pengelolaan anggaran, pencatatan transaksi keuangan 
berdasarkan waktu dan bukti yang akurat, pengawasan dalam setiap 
pelaksanaan tugas  serta laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar 
akuntansi pemerintah yang berlaku berpengaruh terhadap keandalan 
pelaporan keuangan. Hal ini sesuai dengan teori agensi yang menyatakan 
bahwa hubungan antara agent dan principal, akan timbul masalah jika 
terdapat informasi yang asimetri dan menyebabkan agent cenderung 
melakukan perilaku disfungsional (disfunctional behaviour) contohnya adalah 
pemanipulasian data dalam laporan keuangan agar sesuai dengan harapan 
principal sehingga pelaporan keuangan tidak menggambarkan kondisi 
pemerintahan yang sebenarnya namun akan menunjukkan kinerja yang baik. 
Hasil ini menunjukkan bahwa semakin efektifnya pengawasan dalam 
penyusunan laporan keuangan maka semakin andal pula laporan 
keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini masih terdapat banyak keterbatasan baik itu dari individu 
peneliti maupun dari faktor lain yang memungkinkan memberikan efek terhadap 




a. Responden penelitian ini lebih didominasi oleh staf, sedangkan yang 
dimaksudkan penelitian ini adalah kepala dinas, kepala bagian keuangan 
dan kepala bagian pelaporan. 
b. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja 
yang memberikan izin penelitian kepada peneliti untuk mengambil data 
dalam bentuk kuesioner, namun masih ada yang beberapa yang tidak 
bersedia untuk mengisi kuesiner. 
 
5.3 Saran Penelitian 
Penelitian ini di masa mendatang diharapkan dapat menyajikan 
hasil penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa 
masukan mengenai beberapa hal di antaranya. 
a. Lebih memfokuskan responden penelitian pada pihak-pihak yang lebih 
memahami pelaporan keuangan yaitu bendahara dan kasubag 
keuangan serta menggunakan instrument lain seperti wawancara.  
b. Bagi pemerintah, agar pemanfaatan teknologi dalam hal pengelolaan 
data keuangan yang telah menggunakan software sesuai peraturan lebih 
ditingkatkan lagi dan perlu meningkatkan pendampingan dalam 
operasional sistem perangkat lunak pemerintah daerah sehingga laporan 
keuangan yang dihasilkan semakin andal.  
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variabel moderasi.  
Hipotesis penelitian ini 
yaitu. 
1. Kapasitas sumber daya 
manusia, pemanfaatan 





2. Kapasitas sumber daya 
manusia pemanfaatan 








3. Kapasitas sumber daya 
manusia, pemanfaatan 
teknologi informasi, dan 
komitmen organisasi 
secara simultan  
berpengaruh positif 
signifikan  terhadap 
ketepatwaktuan pelaporan 
keuangan. 
4. Komitmen organisasi 
Terdapat tiga variabel 
bebas, yaitu. 
1. Kapasitas sumber 
daya manusia 
2. Pemanfaatan 




Terdapat dua variabel 
terikat, yaitu.  
1. Keterandalan  
2. Ketepatwaktuan 
 
Dan satu variabel 
moderasi yaitu 
pengendalian intern 
Hasil dari penelitin ini adalah sebagai 
berikut. 
1. Hipotesis pertama diterima 
dengan kapasitas sumber daya 
manusia, pemenfaatan teknologi 
informasi, dan komitmen organisasi 
mempengaruhi keterandalan 
pelaporan keuangan 
2. Hipotesis kedua bahwa  kapasitas 
sumber daya manusia dan  
pemenfaatan teknologi informasi, 
mempengaruhi keterandalan 
pelaporan keuangan tetapi 
pengendalian intern sebagai variabel 
moderasi tidak berpengaruh 
terhadap komitmen organisasi 
3. Hipotesis pertama diterima 
dengan kapasitas sumber daya 
manusia, pemanfaatan teknologi 
informasi, dan komitmen organisasi 
mempengaruhi ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan.  
4. Hipotesis keempat diterima bahwa 
komitmen organisasi sangat 
berpengaruh terhadap keterandalan 












































Hipotesis penelitian ini 
adalah. 
1. Pengaruh kualitas 
aparatur daerah terhadap 
kualitas pelaporan 
keuangan daerah. 
2. Pengaruh pemanfataan 
teknologi informasi 
terhadap kualitas laporan 
keuangan daerah. 
3. Pengaruh pengawasan 
keuangan terhadap 
kualitas laporan keuangan 
daerah. 
4. Pengaruh kualitas 
aparatur daerah, 
pemanfaatan teknologi 
informasi dan pengawasan 
laporan keuangan 
berpengaruh terhadap 
kualitas laporan keuangan 
daerah.  
Terdapat tiga variabel 
bebas, yaitu. 





laporan keuangan  
 
Terdapat satu variabel 
terikat yaitu 
keterandalan laporan 
keuangan daerah.  
Hasil dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut. 
1. Hipotesis pertama diterima bahwa 
kualitas aparatur daerah sangat 
mempengaruhi kualitas laporan 
keuangan daerah dimana sumber 
daya manusia mampu melaksanakan 
tugas dan tanggungjawab karena 
pendidikan, pelatihan dan 
pengalaman yang memadai. 
2. Hipotesis kedua diterima dimana 
pemanfaatan teknologi akan 
menyebabkan peningkatan dalam 
hal pemprosesan transaksi menjadi 
lebih cepat dan keakuratan 
perhitungan lebih besar sehingga 
akan menghasilkan laporan 
keuangan yang berkualitas.  
3. Hipotesis ketiga diterima bahwa 
pengawasan laporan keuangan yang 
baik akan berguna untuk 
menetapkan apakah telah terjadi 
penyimpangan atau  tidak, guna 
menghasilkan laporan keuangan 
yang berkualitas.  
4. Berdasarkan hasil penelitian 
dijelaskan bahwa kualitas aparatur 
daerah, pemanfaatan teknologi 




keuangan berpengaruh secara 
bersama-sama terhadap 
keterandalan pelaporan keuangan 
daerah. 





























keuangan daerah.  
Hipotesis dari penelitian ini 
adalah. 
1. Pengaruh kapasitas 




2. Pengaruh pengendalian 
intern akuntansi terhadap 
keterandalan pelaporan 
keuangan daerah. 
3. Pengaruh pemanfaatan 
IT terhadap keterandalan 
pelaporan keuangan 
daerah.  





5. Pengaruh kapasitas 
SDM, pengendalian intern 
akuntansi, pemanfaatan IT 
dan pengawasan laporan 
daerah terhadap 
keterandalan pelaporan 
keuangan daerah.  
Terdapat empat 
variabel bebas, yaitu.  
1. Kualitas SDM 
2. Pengendalian Intern 
Akuntansi 
3. Pemanfaatan IT 
4. Pengawasan 
Laporan Derah.  
 






Teknik analisis yang 
digunakan yaitu uji 
analisis regresi 
berganda dengan 
bantuan SPSS.  
Hasil dari penelitian ini adalah. 
1. Hipotesis pertama diterima, bahwa 
semakin memadai kapasitas SDM 
maka pemerintah daerah juga akan 
semakin baik dalam menghasilkan 
pelaporan keuangan yang andal.  
2. Hipotesis kedua diterima, bahwa 
semakin baik pengendalian intern 
akuntansi, maka akan semakin baik 
pula pemerintah daerah dalam 
menghasilkan laporan keuangan 
yang andal.  
3. Hipotesis ketiga diterima, bahwa 
pemanfaatan teknologi informasi 
sangat berpengaruh terhadap 
keandalan pelaporan keuangan 
daerah.  
4. Hipotesis empat diterima dimana 
pengawasan laporan daerah yang 
semakin baik akan menghasilkan 
laporan keuangan yang andal.  
5. Hipotesis lima menjelaskan bahwa 
kapasitas SDM, pengendalian intern 
akuntansi, pemanfaatan teknologi 
dan pengawasan laporan daerah 
berpengaruh terhadap keterandalan 
pelaporan keuangan daerah.  






Teori yang dikembangkan 
adalah teori agensi, bahwa 
karena adanya asimetri 
Terdapat empat 
variabel bebas yaitu. 
1. Kapasitas SDM 
Hasil dari penelitian ini adalah.  
1. Hipotesis pertama diterima karena 






























keuangan daerah.  
informasi maka dibutuhkan 
agen untuk membantu 
pihak prinsipal.  
 
Adapun hipotesis yang 
dikembangkan yaitu. 
1. Pengaruh kapasitas 
SDM terhadap keandalan 
laporan keuangan daerah. 
2. Pengaruh pemanfaatan 
TI terhadap keandalan 
laporan keuangan daerah. 
3. Pengaruh pengendalian 
intern terhadap keandalan 
laporan keuangan daerah. 
4. Pengaruh pengawasan 
laporan keuangan 
terhadap keandalan 
laporan keuangan daerah. 
2. Pemanfaatan TI 




Terdapat satu variabel 




Teknik analisis data 
yang digunakan 
adalah analisis regresi 
berganda. 
dalam penyajian laporan keuangan 
memiliki pengaruh signifikan, dari 
segi pendidikan, pelatihan dan 
pengalaman akan menghasilkan 
laporan keuangan yang andal.  
2. Hipotesis kedua diterima, bahwa 
keandalan laporan keuangan 
tercapai apabila dilaksanakan oleh 
SDM yang berkualitas serta 
didukung dengan pemanfaatan TI 
untuk memudahkan penyelesaian 
pekerjaan.  
3. Hipotesis tiga diterima, bahwa 
sistem pengendalian internal 
menekankan  tindakan pencegahan  
kekeliruan dan kesengajaan 
sehingga pelaporan keuangan 
daerah dapat memenuhi nilai 
keandalan karena laporan keuangan 
yang dihasilkan valid dan benar.  
4. Hipotesis empat diterima bahwa 
informasi yang relevan dan reliabel 
dapat tercapai apabila dilakukan 
pengawasan terhadap pengelolaan 
dan pertanggungjawaban keuangan 







Lampiran III Populasi  
No.  Nama SKPD 
Pihak yang mengisi Kuesioner  
Kepala 
Instansi Sekertaris Bendahara 
Kepala 
Bagian Staf 
1  Dinas Pendidikan 1   1 1   
2  Dinas Kesehatan    1 1 1   
3  Dinas PU dan Tata Ruang Tidak Ada yang kembali 
4  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1     1 1 
5 Dinas Perhubungan     1 1 1 
6 Dinas Pertanian 1   1 1   
7 Dinas Pariwisata   1   1 1 
8 Dinas Kebudayaan 1   1 1   
9 Dinas Penanaman Modal dan PTSP     1 1 1 
10 
Badan Pengelolaan Aset Daerah 
Satu 
tidak 
kembali     1 1 
11 Badan Pendapatan Daerah 1   1 1   
12 Satuan Polisi Pamong Praja ( Sat-Pol PP )    1   1 1 
13 Dinas Perdagangan dan Industri     1 1 1 
14 Dinas Kearsipan danKeperpustakaan      1 1 1 
15 Dinas Koperasi dan UMKM     1 1 1 
16 Badan Kepegawaian dan Pelatihan Daerah 1     1 1 
17 
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak     1 1 1 
18 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan   1   1 1 
19 Dinas Kepemudaan dan Olahraga     1 1 1 
20 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman     1 1 1 
21  Dinas Komunikasi dan Informatika     1 1 1 
22 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB     1 2   
23 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang 1     1 1 
24  Dinas Lingkungan Hidup     1 1 1 
25 Badan Penanggulangan Bencana Daerah   1 1 1   
26  Dinas Sosial       1 2 
27 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi     1 2   
28  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1   1 1   
    8 5 19 29 19 













Dengan Hormat,  
Saya adalah mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar yang sementara 
melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi 
dan Pengawasan Laporan Keuangan terhadap Keandalan Pelaporan 
Keuangan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, saya 
memerlukan data/informasi dari Bpk/Ibu. Mohon partisipasi dari Bpk/Ibu sebagai 
pelaksana akuntansi/keuangan untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner 
penelitian ini sesuai dengan persepsi Bpk/Ibu. Semua data/informasi yang 
diberikan hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis dan akan dijaga 
kerahasiaannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Demikian, atas kesedian 
dan partisipasi Bpk/Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih. 
 
 
Hormat Saya ,  
 
 
Reni Kombong  
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I. Identitas Responden 
Nama    :  
Alamat     : 
Usia     :  ...  tahun 
Jenis Kelamin   : 
Pendidikan    : 








II. Cara pengisian Kuesioner:  
Mohon Bapak/Ibu memberi tanda Centang (√ ) pada salah satu jawaban yang 
benar menurut Bapak/Ibu.  
Keterangan:  
*TS : Tidak Setuju    *KS : Kurang Setuju  *N : Netral 
S : Setuju    *SS : Sangat Setuju 
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1) 
No. Pernyataan TS KS N S SS 
1 
Saya sebagai pengelolah 
keuangan/akuntansi telah 
menggunakan komputer untuk 
melaksanakan tugas. 
     
2 
Pengelolahan data transaksi keuangan 
di instansi/lembaga tempat saya 
bekerja menggunakan software yang 
sesuai dengan peraturan.  
     
3 
Laporan akuntansi yang disajikan oleh 
instansi/lembaga tempat saya bekerja 
ddihasilkan dari sistem informasi yang 
tersruktur.  
     
4 
Ditempat saya bekerja proses 
akuntansi dilakukan secara 
komputerisasi 
     
5 
Saya sebagai pengelolah 
keuangan/akuntansi telah 
memanfaatkan jaringan internet di unit 
kerja sebagai penghubung dalam 
pengiriman informasi yang dibutuhkan. 
. 
     
6 
Di tempat saya bekerja Teknologi 
informasi memberi kemudahan dalam 
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pembuatan laporan keuangan  
7 
Laporan akuntansi dihasilkan dari 
sistem informasi yang terintegrasi, 
lebih cepat, mudah dan akurat.  
     
8 
Pemahaman dan penguasaan 
terhadap teknologi komputerisasi 
adalah kemampuan dasar yang 
dibutuhkan bagi staf pengelola. 
     
9 
Staf di unit kerja terkait tempat saya 
bekermemperoleh pendampingan 
dalam operasionalisasi sistem 
perangkat lunak pemerintah daerah. 
     
10 
Jadwal pemeliharaan peralatan secara 
teratur dan tepat pada waktunya. 
     
Sumber: Majid (2016)  
Pengawasan Pelaporan Keuangan (X2)  
No. Pernyataan TS KS N S SS 
1 
Pengawasan dilakukan secara efektif 
dan efisien untuk mewujudkan 
pemerintahan yang bersih dan bebas 
dari KKN.  
     
2 
Ditempat saya bekerja Evaluasi 
terhadap pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan anggaran dilakukan 
(triwulan, semester, tahunan).  
     
3 
Setiap kegiatan/transaksi keuangan 
telah dicatat dan setiap pencatatan 
dilakukan berdasarkan bukti yang 
cukup.  
     
4 
Pencatatan transaksi keuangan 
dilakukan dengan tepat waktu dan 
diklasifikasikan dengan benar.  




Bukti-bukti yang digunakan sebagai 
dasar pencatatan telah 
diarsipkan/didokumentasikan dengan 
baik.  
     
6 
Terdapat sistem pengawasan terhadap 
setiap pelaksanaan tugas.  
     
7 
Laporan keuangan SKPD yang terdiri 
atas laporan realisasi anggaran, 
neraca, dan catatan atas laporan 
keuangan disusun berdasarkan proses 
akuntansi dan disajikan sesuai dengan 
standar akuntansi pemerintahan, serta 
disusun secara tepat waktu. 
     
Sumber: Desmiyawati (2014)  
Keandalan Pelaporan Keuangan (Y1)  
Sumber: Soimah (2015) 
No. Pernyataan TS KS N S SS 
1 
Transaksi yang telah disajikan oleh 
instansi/lembaga tempat saya bekerja 
tergambar dengan jujur dalam laporan 
keuangan 
     
2 
Informasi yang disajikan oleh 
instansi/lembaga tempat saya bekerja 
bebas dari kesalahan yang bersifat 
material 
     
3 
Instansi/lembaga tempat saya bekerja 
menyajikan informasi yang diarahkan 
untuk kebutuhan umum dan tidak 
berpihak pada kebutuhan khusus 
     
4 
Ditempat saya bekerja, informasi 
keuangan yang dihasilkan memenuhi 
kriteria andal 
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Lampiran V Hasil Uji Kualitas Data dan Analisis Data 
1 Uji Validitas 
1.1Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1) 
Correlations 
 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1 
X1.1 Pearson 
Correlation 




tailed)  ,001 ,002 ,011 ,001 ,165 ,034 ,001 ,000 ,001 ,000 
N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
X1.2 Pearson 
Correlation ,349





,001  ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
X1.3 Pearson 
Correlation 




tailed) ,002 ,000  ,000 ,007 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
X1.4 Pearson 
Correlation ,283




tailed) ,011 ,000 ,000  ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
X1.5 Pearson 
Correlation 




tailed) ,001 ,000 ,007 ,000  ,000 ,255 ,003 ,000 ,001 ,000 
N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
X1.6 Pearson 
Correlation ,157 ,463




tailed) ,165 ,000 ,000 ,000 ,000  ,001 ,002 ,000 ,000 ,000 
N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
X1.7 Pearson 
Correlation ,237




tailed) ,034 ,001 ,000 ,004 ,255 ,001  ,000 ,004 ,000 ,000 
N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
X1.8 Pearson 
Correlation ,361




tailed) ,001 ,000 ,000 ,000 ,003 ,002 ,000  ,001 ,000 ,000 
N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
X1.9 Pearson 
Correlation ,441




tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,001  ,001 ,000 









tailed) ,001 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,001  ,000 
N 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
X1 Pearson 
Correlation ,561
** ,739** ,717** ,698** ,689** ,718** ,604** ,700** ,692** ,701** 1 
Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  






1.2 Pengawasan Laporan Keuangan (X2) 
Correlations 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2 
X2.1 Pearson 
Correlation 




Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 ,039 ,001 ,011 ,001 ,000 
N 80 80 80 80 80 80 80 80 
X2.2 Pearson 
Correlation 




Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,003 ,007 ,000 ,000 ,000 
N 80 80 80 80 80 80 80 80 
X2.3 Pearson 
Correlation 




Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,041 ,000 ,000 ,000 
N 80 80 80 80 80 80 80 80 
X2.4 Pearson 
Correlation 




Sig. (2-tailed) ,039 ,003 ,000  ,000 ,001 ,000 ,000 
N 80 80 80 80 80 80 80 80 
X2.5 Pearson 
Correlation 




Sig. (2-tailed) ,001 ,007 ,041 ,000  ,000 ,006 ,000 
N 80 80 80 80 80 80 80 80 
X2.6 Pearson 
Correlation 




Sig. (2-tailed) ,011 ,000 ,000 ,001 ,000  ,000 ,000 
N 80 80 80 80 80 80 80 80 
X2.7 Pearson 
Correlation 
,354** ,458** ,553** ,418** ,305** ,581** 1 ,739** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,000 ,006 ,000  ,000 
N 80 80 80 80 80 80 80 80 
X2 Pearson 
Correlation 




Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  



















1.3 Keandalan Pelaporan Keuangan  (Y) 
Correlations 
 Y1 Y2 Y3 Y4 Y 
Y1 Pearson Correlation 1 ,418** ,414** ,357** ,739** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,001 ,000 
N 80 80 80 80 80 
Y2 Pearson Correlation ,418** 1 ,323** ,318** ,706** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,003 ,004 ,000 
N 80 80 80 80 80 
Y3 Pearson Correlation ,414** ,323** 1 ,442** ,730** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,003  ,000 ,000 
N 80 80 80 80 80 
Y4 Pearson Correlation ,357** ,318** ,442** 1 ,746** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,004 ,000  ,000 
N 80 80 80 80 80 
Y Pearson Correlation ,739** ,706** ,730** ,746** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 80 80 80 80 80 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 




















Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 80 100,0 
Excludeda 0 ,0 




Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 
,872 ,872 10 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
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Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 80 100,0 
Excludeda 
0 ,0 
Total 80 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 
,831 ,831 7 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 80 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 80 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 
,705 ,709 4 
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
x1 80 34,00 50,00 43,9000 3,90585 
x2 80 21,00 35,00 30,8750 2,72064 
Y 80 13,00 20,00 17,3625 1,63230 
Valid N (listwise) 80     
x1 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 34,00 1 1,3 1,3 1,3 
37,00 4 5,0 5,0 6,3 
38,00 2 2,5 2,5 8,8 
39,00 2 2,5 2,5 11,3 
40,00 12 15,0 15,0 26,3 
41,00 6 7,5 7,5 33,8 
42,00 3 3,8 3,8 37,5 
43,00 2 2,5 2,5 40,0 
44,00 4 5,0 5,0 45,0 
45,00 16 20,0 20,0 65,0 
46,00 8 10,0 10,0 75,0 
47,00 7 8,8 8,8 83,8 
48,00 2 2,5 2,5 86,3 
49,00 1 1,3 1,3 87,5 
50,00 10 12,5 12,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
x2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 21,00 1 1,3 1,3 1,3 
26,00 1 1,3 1,3 2,5 
27,00 3 3,8 3,8 6,3 
28,00 14 17,5 17,5 23,8 
29,00 10 12,5 12,5 36,3 
30,00 5 6,3 6,3 42,5 
31,00 7 8,8 8,8 51,3 
32,00 17 21,3 21,3 72,5 
33,00 10 12,5 12,5 85,0 
34,00 1 1,3 1,3 86,3 
35,00 11 13,8 13,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Statistics 
 x1 x2 Y 
N Valid 80 80 80 













4. Uji Asumsi Klasik 
















 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 13,00 1 1,3 1,3 1,3 
15,00 9 11,3 11,3 12,5 
16,00 16 20,0 20,0 32,5 
17,00 21 26,3 26,3 58,8 
18,00 8 10,0 10,0 68,8 
19,00 16 20,0 20,0 88,8 
20,00 9 11,3 11,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
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4.2 Uji Multikoleniaritas 
 
                                                                    Coefficientsa 
Model 
Correlations Collinearity Statistics 
Zero-order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant)      
X1 ,526 ,245 ,199 ,591 1,693 
X2 ,583 ,378 ,321 ,591 1,693 
a. Dependent Variable: Y 
 
 








5.1 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 
5.1.1 Uji Hipotesis  
 
HasilUji Hipotesis 





t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4,877 1,833  2,661 ,009 
X1 ,108 ,049 ,259 2,216 ,030 
X2 ,251 ,070 ,418 3,578 ,001 
a. Dependent Variable: Y 
 
 
5.1.2 Uji Koefisien Determinan 
Hasil Uji Koefisien Determinan  
                                                           Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,616a ,380 ,364 1,30214 
a. Predictors: (Constant), X2, X1 
b. Dependent Variable: Y 
 
5.1.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t) 
Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji statistik t) 





t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4,877 1,833  2,661 ,009 
X1 ,108 ,049 ,259 2,216 ,030 
X2 ,251 ,070 ,418 3,578 ,001 
a. Dependent Variable: Y 
 
